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MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 6)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(QS. Al-Baqarah: 286)

"Ilmu pengetahuan adalah amanah yang harus dipelajari dengan kesungguhan,
diamalkan dengan kejujuran, dan dipertanggungjawabkan dengan integritas."
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RINGKASAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang membawa perubahan mendasar
terhadap pengaturan mengenai status kerugian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Melalui pengaturan baru, khususnya Pasal 4B dan Pasal 9G, pembentuk
undang-undang menegaskan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian
negara serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan
penyelenggara negara. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena
berbeda dengan rezim hukum keuangan negara sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, rezim hukum
pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang
selama ini masih menempatkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian
dari keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai
status kerugian BUMN dalam sistem hukum Indonesia dan mengkaji formulasi
pengaturan yang ideal terhadap pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara
dalam tindak pidana korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2025. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan
hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
yang dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kerugian negara
masih menimbulkan disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya, Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
62/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada
BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara sehingga negara tetap
memiliki kepentingan hukum terhadap pengelolaannya. Sebaliknya, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengarah pada pemisahan yang lebih tegas antara
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kerugian BUMN dan kerugian negara sehingga berpotensi menimbulkan konflik
norma dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik norma tersebut
harus dilakukan melalui penerapan asas lex specialis derogat legi generali secara
sistematis. Dalam perkara tindak pidana korupsi, ketentuan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tetap menjadi landasan dalam
menentukan pengelolaan, pertanggungjawaban, dan perlindungan terhadap
keuangan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi
rezim hukum yang diprioritaskan (lex specialis) dalam penegakan hukum terhadap
penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara. Sementara
itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana memperkuat sistem hukum pidana nasional tanpa mengesampingkan
keberlakuan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus. Kerugian yang
timbul sebagai akibat risiko bisnis yang wajar harus diperlakukan sebagai
kerugian korporasi dan dilindungi melalui prinsip business judgment rule.
Sebaliknya, kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan, perbuatan
melawan hukum, atau tindak pidana korupsi tetap harus dikualifikasikan sebagai
kerugian negara. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara kepastian
hukum bagi pengelola BUMN dan perlindungan terhadap keuangan negara sesuai
dengan prinsip negara hukum dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Kerugian Negara, BUMN, Tindak Pidana Korupsi, Lex Specialis,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pengaturan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang melalui Pasal 4B dan Pasal
9G memisahkan kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari kerugian
negara serta mengubah kedudukan direksi, komisaris, dan dewan pengawas
BUMN. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih mengakui kekayaan negara
yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai status kerugian BUMN dalam
tindak pidana korupsi serta merumuskan formulasi pengaturan yang ideal setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara preskriptif
melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan baru
menimbulkan disharmonisasi dengan rezim hukum keuangan negara dan hukum
pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 serta penerapan asas lex
specialis derogat legi generali secara sistematis, kerugian yang timbul akibat
penyalahgunaan kewenangan pada BUMN tetap dapat dikualifikasikan sebagai
kerugian negara, sedangkan kerugian yang timbul karena risiko bisnis yang wajar
harus diperlakukan sebagai kerugian korporasi dengan tetap memperhatikan
prinsip business judgment rule, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian
hukum dalam pengelolaan BUMN dan perlindungan terhadap keuangan negara
sesuai dengan rezim hukum keuangan negara, hukum perbendaharaan negara,
hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi.
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